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ABSTRAK 

Implementasi Aturan Tentang Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara 

Pasca Perceraian Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam Oleh: 

VITRI YANI,  NIM: 1811110054, pembimbing I: Dr. Yusmita, M.Ag dan 

pembimbing II: Fauzan.,S.Ag.MH 

 

Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu untuk mengetahui 

bagaimana Implementasi Aturan Tentang Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara 

Pasca Perceraian Dio Kota Bengkulu dan Implementasi Aturan Tentang 

Nafkah Anak Aparatur Sipil Negara Pasca Perceraian Dio Kota Bengkulu 

Perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan 

(field research) dimana penelitian dilakukan secara langsung di lapangan 

untuk memperoleh data yang diperlukan. Sedangkan Pendekatan Penelitian 

ini merupakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini 

merupakan ASN Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 

keberagaman pola pemenuhan nafkah, dimana dalam pemberian nafkah  anak 

ada yang secara rutin memberikan nafkah setiap bulannya, tidak rutin setiap 

bulannya  bahkan sebaliknya ada juga yang tidak pernah memberikan nafkah 

Pemberian nafkah yang rutin diberikan oleh empat Aparatur Sipil Negara 

sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun mengenai adanya penambahan 

10%-20%  biaya nafkah anak per tahunnya sebagaimana dalam Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan adanya pemotongan gaji 

melalui bendahara tempat di mana Aparatur Sipil Negara berkerja 

sebagaiamana yang dimuat dalam Surat Edaran Kepala BKN Tahun 2022 

belum diimplementasikan karena aturan ini belum diketahui oleh semua 

Aparatur Sipil Negara dan aturan ini berlaku setelah adanya putusan 

pengadilan. Nafkah yang tidak rutin diberikan oleh satu orang dan nafkah 

yang tidak pernah diberikan oleh satu orang tidak sesuai dengan hukum 

Islam. Jumlah nafkah yang mencukupi diberikan oleh keempat aparatur 

sipil negara yaitu Rp.500.000 hingga Rp.2.000.000 ini sudah sesuai dengan 

hukum Islam. Jumlah nafkah anak yang belum mencukupi diberikan oleh satu 

orang yaitu Rp.500.000 dan satu orang yang tidak pernah memberikan nafkah 

tentu tidak sesuai  dengan hukum Islam dan  tidak sesuai dengan Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 dan tidak sesuai Surat Edaran 

Kepala Badan Kepegawaian Negara Tahun 2022. 

 

Kata Kunci :Nafkah Anak ASN, Pasc Perceraian, Hukum Islam  

Kebutuhan Seksual, Covid-19, Sadd Al-Zariah 
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